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ABSTRAK

Perlindungan hak — hak bagi pekerja yang di PHK dalam peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja Dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang mana
dalam hal ini perusahaan.tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan uang
pesangon terhadap karyawan yang di PHK sehingga menimbulkan perselisihan.

Penelitian ini-mencakup masalah pokok tentang bagaimana perlindungan
hukum terhadap karyawan yang di PHK pada pemberian pesangon menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 35_ tahun, 2021 pada PT.APM Logistics dan
bagaimana upaya hukum terhadap pekerja yang tidak mendapatkan uang pesangon
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 di PT.APM Logistics..

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris
yaitu melakukan penelitian langsung kelapangan, dengan alat pengumpul data
wawancara dan kuesioner. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan
gambaran tentang perlindungan hukum serta upaya hukum terhadap pekerja yang
di PHK dan tidak diberi pesangon. penelitian ini menggunakan data primer dan data
sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi
pekerja yang di.PHK dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan waktu Istirahat dan
Pemutusan Hubungan Kerja belum terlaksana sebagaimana amanah peraturan yang
ada yakni memberikan uangpesangon kepada, pekerja yang di PHK. Adapun
penyelesaian perselisihan belum menemukan titik terang dan masih dalam proses
penyelesaian diantara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Pekerja, PHK, Pesangon



ABSTRACT

Protection of the rights of laid-off workers in Government regulation
Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing,
Working Time and Rest and Termination of Employment, in which case the
company does not fulfill its obligation to pay severance pay to employees who laid
off, causing a dispute.

This study  covers the.main problem-of how the.legal protection for
employees who are laid off on severance pay according to Government Regulation
Number 35 of 2021 at PT.APM Logistics and how legal remedies are for workers
who do not receive severance pay according to Government Regulation Number 35
of 2021 at PT. APM Logistics..

The research method. used in this research is ‘empiricaljuridical, namely
conducting direct field research, using interview data collection tools and
questionnaires. The nature of this research is descriptive, that is, it provides an
overview of legal protection and legal remedies for workers who have been laid off
and not given severance pay. This study uses primary data and secondary data.

Based on the results of the study, it is known that legal protection for laid-
off workers in<Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work
Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest and
Termination of Employment has.not been_implemented as mandated by existing
regulations, namely providing severance pay to workers. who were laid off. The
dispute resolution has not yet found a bright spot and is still in the process of being
resolved between the two parties,

Keywords: Workers, Layoffs, Severance pay
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BAB |
PENDAHULUAN

manusia seca i da dasarr nitu kebutuhan
yang har enuhi. F endasar untuk
dapat bertz lengsa ak a S vapan, jika ketiga
unsur tersebut.t erpe .. aka manu: ‘_ 8 da akan sejahtera.

Selain ket

sedikit ban

beserta tanggung jawab nya dipikul sendiri, maupun bekerja kepada orang lain

yang berarti harus bergantung kepada orang lain yang memberikan perintah

! Indriani, Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Perusahaan Ditinjau Dari Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal llmu Hukum Legal Opini, Vol.3
No0.03 Tahun 2015, HIm.1

1
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sehingga mengharuskan untuk tunduk dan patuh kepada seseorang yang memberi

pekerjaan tersebut.?

Makna bekerja ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan

yang ingin
mempertaha usaha dengan
bekerja maka disebut dengan
pekerja. 2003 tentang
Ketenagakerjaan me setiap © ang bekerja dengan

menerima

Hak dan kewajiban yang melekat kepada individu kemudian berkembang
menjadi hak dan kewajiban yang kolektif. Umumnya pekerja atau buruh dalam
posisi lebih lemah dibandingkan dengan pemberi kerja, oleh karena itu sifat

kolektivitas ini kemudian digunakan sebagai sarana untuk memberikan

2 Zainal Asikin, Dasar Dasar Hukum Perburuhan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
Him.1

® Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, HIm.3
* Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, HIm.28

2
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perlindungan bagi pekerja atau buruh agar mendapatkan perlakuan yang baik dan
memperoleh hak — haknya secara wajar. Pekerja sebagai pihak yang lemah

dibadingkan oleh pemberi pekerjaan maka perlu mendapatkan perlindungan atas

perundang 1 yang sifa 1 : sep hak asasi
manusia telah secara tega __ i § an dio ‘; dang — Undang
Dasar 1945 dz aks3 :F‘ ._ a : at.-Hak asasi pekerja
atau buruh ada .

yang telah dia erada ) ‘ erupakan hak

masalah yang komplek karena memiliki hubungan dengan masalah ekonomi dan
masalah psikologi bagi para pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan
kerja (PHK). Masalah ekonomi yang diakibatkan karena di PHK adalah

berkurangnya pendapatan para pekerja atau buruh yang seharusnya diterima

® Ibid.,HIm.28
® Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



sebelum terjadinya PHK, hal ini tentu akan menjadi permasalahan bagi pekerja
atau buruh mengingat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan
masalah psikologi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) ini adalah hilangnya
status seseorang.’

Sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan adanya hubungan
pemutusan hubungan kerja_(RHK) nitu iterkhusus bagi pekerja atau buruh dan
keluarga, Prof.Imam Soepomo menuliskan bahwa :°
“Pemutusan hubungan kerja bagi pekerja atau buruh merupakan permulaan dari

segala pengakhiran, permulaan dan berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan
dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari hari baginya dan
keluarganya, permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak — anak
dan sebagainya”.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang merupakan isu permasalahan yang
sangat sensitif karena memiliki akibat yang bagi pekerja atau buruh yang terkena
PHK. Pekerja atau buruh tidak lagi memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga
perlu diberikan pesangon untuk menyumbang hidup dan sambil berjuang untuk
mencari pekerjaan yang baru.

PT.APM Logistics merupakan perusahaan. yang bergerak dibidang jasa
pengiriman cargo dan ekspedisi. di Pekanbaru. Berdasarkan pra penelitian yang
dilakukan oleh penulis diketahui bahwa PT.APM Logistics melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh. Berdasarkan latar belakang

masalah diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai “Perlindungan

Hukum Terhadap Karyawan Yang Di PHK Pada Pemberian Pasangon Menurut

" Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, 2005,
HIm.19
% Ibid.,HIm.23
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Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pada PT.APM Logistics

Cab.Pekanbaru”.

Rumusan Masalah

a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan
yang di phk pada pemberian pasangon menurut peraturan pemerintah
nomor 35 tahun 2021 pada PT. APM Logistics.

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum terhadap pekerja/buruh yang
tidak mendapatkan uang pesangon menurut peraturan pemerintah nomor

35 tahun 2021 pada PT. APM Logistics.



2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian perlindungan

hukum terhadap karyawan yang di phk pada pemberian pasangon menurut

gelar sarjana

ngan hukum

selanjutnya ketika
n yang di phk

omor 35 Tahun

iy disay yejepe il udwnyo(]
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D. Tinjauan
1.
capai usia kerja adalah
elangsungan dan perkembangan
hidupnya, bukan sekedar mencari nafkah, melainkan harus puladi dasari itikad
baik bahwa dengan jasa — jasa yang telah dijualnya itu dapat pula merupakan
sumbangan untuk turut melancarkan usaha dan kegiatandalam pengembangan
masyarakat.’
* Ibid.,HIm.11
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Pemberi pekerjaan yang diberi pekerjaan ditanah air kita ini sudah
seharusnya memiliki makna bekerja seperti diatas karena pada hakikatnya

masing- masing melakukan pekerjaan yang tidak hanya untuk mengutamakan

. eﬁ.

Pengertian setiaf

menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan setiap hari
maupun untuk kebutuhan masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja meliputi pegawai negri,

pekerja formal, pekerja informal, dan orang yang belum bekerja atau

1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

pengangguran. Dengan kata lain pengertian tenaga kerja lebih luas
dibandingkan dengan pekerja atau buruh.™*

2. Pengertian Perusahaan

adan hukum atau tidak,

c. Perusahaan industry adalah perusahaan yang menghasilkan barang
mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan

nilai gunanya.

1 Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, HIm.5

12 sypramono Gatot, Kedudukan Perusahaan, Rineka Citra, Jakarta, 2007, HIm.2

13 Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenada Media Group,
Jakarta, 2016, HIm.4
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d. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang
perdagangan.

e. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa.

la itu aktif da annya. la tidak tinggal

““ ’m m%m“‘ . Ia erjakan baik

Kitab Undang — Undang Hukum Dagang (KUHD), juga Kitab Undang —
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perkembangannya di Negara

kita terdapat Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

% 1bid.,HIm.4



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Undang — undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang

— undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Milik Negara.'® Dalam

pengertian sehari — hari banyak orang mengartikan perusahan

1847-23) tidak
a diatur dalam
ubahan KUHD
diganti dengan

di dalam KUHD

C
pembentuk Undang —u ‘

baik sesuai dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri.*®

' 1bid.,HIm.6
% bid.,HIm.12
7 purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2015, HIm.15

18 |bid.,HIm.18

10
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3. Pengertian Hubungan Kerja

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan

majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak

perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerjaan/buruh. Perjanjian kerja dibuat

secara tertulis atau lisan.?°

19 Aulia Hamidah Fauzia, Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Dewan
Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Muat Indonesia Sumatera Utara Terhadap Ending
Tetriyana Dalam Perkara Nomor 688 K/PDT.SUS-PHI/2014, Pekanbaru, UIR, 2014, HIm.15
20 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

11
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Jadi hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha

dengan pekerja/buruh (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja. Dengan

demikian, hubungan kerja tersebut adalah sesuatu yang konkret atau nyata.

d. (Causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan
dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan Perundang —
undangan yang berlaku (Pasal 52 ayat (1) Undang — Undang
Ketenagakerjaan).

Apabila perjanjian kerja yang dibuat pihak — pihak tidak memenuhi dua

syarat awal sahnya (perjanjian kerja) sebagaimana disebut, yakni tidak ada

12
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kesepakatan da nada pihak yang tidak cakap untuk bertindak maka perjanjian
kerja dapat dibatalkan. Sebaliknya apabila perjanjian dibuat tidak memenuhi

dua syarat terakhir sahnya (perjanjian kerja) yakni objek (pekerjaannya) jelas

untuk pengusaha sesual isi perjanjian kerja.
b. AdaUpah
Upah harus ada dalam setiap hubungan kerja. Upah adalah

hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau

bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja

2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
13
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kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
suatu perjanjian, kesepakatan atau peraturan perundang — undangan

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu

h lebih rendah

o\ |

asing wilayah

ALANLY

mampu menahan laju inflasi.

%2 Lidia Febrianti, Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, UIR Law Review, Vol.01 No.02 Tahun 2017, HIm.85
% |bid.,HIm.86

14
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c. Ada perintah
Perintah merupakan unsur yang paling khas dari hubungan

kerja, maksudnya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh

kenyataan ini. Berbeda halnya dengan pemutusan yang terjadi karena adanya

perselisinan, keadaan ini akan membawa dampak dari sudut ekoomis
mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak
pengusaha. Karena pemutusan hubungan kerja bagi pihak pekerja atau buruh

akan memberi pengaruh psikologi, ekonomi, financial, sebab :*

% Imam Soepomo, Op.Cit., HIm.10
15
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a. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja bagi pekerja telah
kehilangan mata pencahariannya.

b. Untuk mencari pekerjaan yangbaru sebagai penggantinya harus

3 Tahun 2003
bungan Kkerja
tertentu yang
U hal tertentu yang

erja atau buruh

Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan swasta karena
Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1964 merupakan hukum formal atau cara
penyelesaian perselisihan — perselisihan pemutusan hubungan kerja di

perusahaan swasta. Undang — undang Nomor 12 tahun 1964 tersebut dicabut

% Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

16
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dengan Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang — undang Nomor 12 Tahun 1964 hanya mengatur masalah

pemutusan gkan Undang — undang

\ 'hm““ .@ @ a ketentuan
.‘@ g — Undang
'n- usaha yan
& yang
rsekutuan atau
aupun usaha —

pengurus dan

kepadanya untuk be gannya tersebut. 2

.&‘\\‘-“

Karyawan adalah terjemaha rja yang mempunyai makna sebagai
karya seorang pekerja. Suatu proses manajemen dari hasil kerja harus

mempunyai bukti nyata yang juga bisa diukur.?’

%8 Http://e-journal.uajy.ac.id/18456/3/HK121422.pdf. Diakses tanggal 5 Agustus 2021 Jam 11.53

WIB

2’ Sedarmayanti, Sumber Daya manusia Dan Produktivitas Kerja, CV Mandar, Bandung, 2011,
HIm.260

17
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3. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena

suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara

perusahan dan pekerja atau buruh.?®

4, pleh perusahan kepada
“‘ﬁh“‘ .50.
5. 0 ‘ pf erja Waktu
bl
n Pemutusan
F.
1.

2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Jalan Arifin Ahmad No.70 D Tangkerang

Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru di kantor PT.APM

%8 Dalinama Telaumbanua, Op.Cit., HIm.83

# Dalinama Telaumbanua, Hukum Ketenagakerjaan, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2019,
HIm.84

% PP No. 35 Tahun 2021 adalah peraturan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

18
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Logistics. Alasan penulis memilih lokasi tersebut Karena perusahaan tidak
memberikan uang pesangon pada karyawan yang di PHK pada 2021.

3. Populasi Dan Sampel

/ono populasi
ang memiliki
dipelajari dan
ada penelitian ini

berikut :*

kewenangan yang dianggap dapat memberikan data dan informasi.*
Untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang populasi dan sampel
maka penuli memberikan paparan dalam bentuk sebuah tabel yaitu sebagai

berikut :

% sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2014, HIm.80
% bid., HIm.80

19
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Tabel I. 1

Populasi Dan Sampel

No Responden

Populasi

Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari literatur —

literatur yang mendukung dalam penelitian, peraturan Perundang —

undangan, buku — buku, jurnal hukum, dan teori — teori para sarjana yang

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap karyawan yang di PHK.

20



5. Alat Pengumpul Data
Untuk memperoleh sejumlah data yang penulis harapkan sebagai

pendukung penelitian ini maka penulis menggunakan alat pengumpul data

wawancara
untuk tujuan
dengan orang
upaya hukum
angon.® Dalam

yang terlibat
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nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

pertanyaan yang ingin diajukan tentang perlindungan hukum dan upaya

hukum terhadap karyawan yang di PHK tanpa diberi uang pesangon.®

# Lexi J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 2006, HIm.280
¥ bid., HIm.280
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6. Analisis Data

Setelah data terkumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan masalah

pokok dalam penelitian ini untuk selanjutnya diolah dan disajikan pada bab hasil

deduktif yaitu

bersifat umum
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BAB I1
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum ang Tenaga Kerja

ab bagi
nafkah,

4’ dengan jasa-
‘ gan )
yang
g |
# o
&
o
sud

d dengan tenaga

Q Q C ansi-instansi pemerintah terkait
LIS N

oleh Undang-Undang Kepeg g mereka yang telah bekerja pada
perusahaan-perusahaan terkait dan atau dilindungi oleh Undang- Undang
Perburuhan atau lazim disebut hukum perburuhan. Undang- Undang atau
hukum perburuhan berlaku di setiap perusahan. Di setiap prusahaan yang

menampung atau memperkerjakan tenaga kerja.*’

* Sonny Taufan, Ketenagakerjaan Indonesia, CV.Rasi Terbit, Bandung, 2015, HIm.11
% Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
%" Kertasapoetra G, Hukum Perburuan Dilndonesia, Bina Aksara, Jakarta, 2003, HIm.17
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Tenaga kerja adalah penduduk yang mempunyai umur di dalam batas
usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut agar definisi yang

diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya.

erja antar

~
47
-
= (lima belas)
Z
- Nomor 13
g o g
E E n “Pengusaha
=
— dime id”pengertian anak
=

= belas) tahun.
. o
g E"' J sal 69 ayat (1)
2 E
E'. al 68 dapat
-
= 2
©w = s) tahun sampai
(S,
w - . .
p— ringan sepanjang
B =
=5 7 mental, dan sosial.*
E Tenaga kerja duk yang sudah atau sedang
o
= bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain

seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah dan
mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi secara fisik mampu

dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Pengertian tentang tenaga kerja yang

* Dumairy, Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2004, HIm.73
¥ Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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dikemukakan oleh Dr. Payaman Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih
luas dari pekerja atau buruh. Pengertian tenaga kerja mencakup tenaga kerja

atau buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja

—wan yang berarti pekerja, sering

sampai kantor besar.*?

pai perkataan

penempatannya

QQ ‘ asa Indonesia adalah
pekerja atau pegawai. K an dari kata dasar “‘karya” yang diberi akhiran

kali digunakan mulai dari sebuah pabrik

Oleh pemerintah Orde Baru kata ini digunakan untuk menggantikan

istilah buruh yang sejak 1965 ditabukan di Indonesia. Zaman penjajahan

* Harjidan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, HIm.12

* parningotan Malau, Perlindungan Hukum Pekerja Atau Buruh, PT.Sofmedia, Medan, 2013,
HIm.25

*2 Suryatno R.B, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karisma Publishing Group, 2009, HIm.19
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Belanda, yang dimaksud dengan buruh atau tenaga kerja adalah pekerja kasar

seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar.*

Terdapat hubungan yang kuat antara unsur buruh dan majikan,

kerja adalah bekerja di bawah perintahorang (pihak) lain dengan menerima
upah (keuntungan), sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja
timbul jika seseorang atau banyak orang bekerja di bawah perintah orang

(pihak) lain dengan menerima upah (keuntungan). Iman Soepomo

* Parningotan Malau, Op.Cit., HIm.25
“Ibid., HIm.26
> Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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memberikan batasan mengenai hubungan kerja adalah “suatu hubungan
antara seorang buruh dengan majikan, hubungan kerja hendak menunjukkan

kedudukan kedua pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan

etentuan yang
tenaga kerja

gkan apabila

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha yang memuat Syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
Dengan demikian perusahaan bisa memasukkan apa saja yang diinginkannya,

misalnya mencamtukan kewajiban tenaga kerja sebanyak-banyaknya dengan

*® Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
*" Muhammad Sadi, Hukum Ketenagakerjaan Dilndonesia, Kencana, Jakarta, 2020, HIm.35
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hak-hak seminimal mungkin dan sebaliknya mencamtukan kewajiban-
kewajiban perusahaan atau pengusaha seminimal mungkin dengan hak-hak

sebanyak- banyaknya. Oleh karena itu peraturan perusahaan harus memenubhi

syarat-syarat S erja, antara lain:*®
S IS ",

aga Kerja

A\!‘\F‘QO

oria waktu mereka

memuat lima hal yaitu:
1. Hak dan kewajiban pengusaha
2. Hakdan kewajiban pekerja/buruh
3. Syarat kerja

4. Tatatertib perusahaan

8 1bid., HIm.26
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5. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan

B. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja

Hubungan Kerja merupakan hubungan antar buruh dan majikan

boleh 5 an de Perja v dibuat oleh

majikan de erika 1 ada pac % Demikian pula

perjanjian kerja i boleh bertentanga raturan perusahaan

yang di

Syarat sahnya perjanjia engacu pada syarat sahnya perjanjian

perdata pada umumnya, adalah sebagai berikut :*?

a. Adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada dwang- paksaan,

* H.Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktek di Indonesia,
Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, HIm.35

*%bid., HIm,37

*! Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

*2 Ali Zainal, Dasar Dasar Hukum Perburuhan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, HIm.56
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dwaling penyesatan kekhilafan atau bedrog-penipuan)
b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau

kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap

ebut  tidak

K bertentangan
perundang-

dang-Undang

yang inkracht.
4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang telah tercantum dalam
Perancangan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP),
atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menyebutkan
berakhirnya hubungan kerja Perjanjian kerja tidak berakhir

(hubungan kerja tetap berlanjut) karena :
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a. Meninggalnya pengusaha.

b. Beralihnya hak perusahaan menurut Pasal 163 ayat (1)

perubahan kemilikan dari pengusaha (pemilik) baru karena

haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja atau buruh. Secara umum
pekerjaan adalah segala perbuatan yang harus dilakukan oleh
pekerja atau buruh untuk pengusaha sesuai isi perjanjian kerja.

2. Ada upah, Upah harus ada dalam setiap hubungan kerja. Upah

adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk

5% Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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uang atau bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha atau
pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang di tetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan atau peraturan

gi pekerja atau buruh

e\
ﬁ“‘ .ea. ang telah

pengusaha.

a terdiri atas

disepakati dan diperjanjikan sebelumnya dan dapat pula terjadi karena adanya
perselisihan antara pekerja atau buruh atau karena sebab lain. Dalam praktik,
pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah

ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak menimbulkan permasalahan terhadap

> Basri & Amran, Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2006, HIm.28
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kedua belah pihak (pekerja atau buruh maupun pengusaha) karena pihak-

pihak yang bersangkutan sama- sama telah menyadari atau mengetahui saat

berakhirnya hubungan kerja tersebut sehingga masing-masing telah berupaya

akan dihadapi oleh seorang pekerja berikut pula dengan orang-orang yang
menjadi tanggungannya (keluarganya). Oleh karena itu pengusaha,

pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala
upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.>®

PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu

s5 |bid., HIm.30
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yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dan
perusahaan. Apabila kita mendengar istilah PHK, yang biasa terlintas adalah

pemecatan sepihak oleh pihak perusahaan karena kesalahan karyawan.

kewajiban antara pekerja/burun™ dang pengusaha.” Dengan demikian
pemutusan hubungan kerja merupakan segala macam pengakhiran dari
pekerja atau buruh. Pengakhiran untuk mendapatkan mata pencaharian,

pengakhiran untuk membiayai keluarga dan masa pengakhiran untuk biaya

% |bid., HIm.31
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pengobatan, rekreasi, dan lain-lain.”’
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang

terjadi di bae i ang berbadan..h idak. Milik orang
oV

gan, " % Q\m“‘ .e nilik swasta

hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat
pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila
pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat

pekerja/serikat buruh.

*" Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
%8 Abdul hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Adtya Bakti, Bandung,
2003, HIm .4
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3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya

dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah

karyaw:

melaku

sebagai berikut :
a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang
dan/atau uang milik perusahaan.

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga

% peraturan Pemerintah Nomr 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
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merugikan perusahaan.
c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai

dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif

melakukan

perundang-

seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.

k. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang
diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga

disebutkan bahwa apabila pengusaha ingin melakukan PHK Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerjanya yang melakukan pelanggaran
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berat, maka pelanggaran berat tersebut harus bisa dibuktikan dengan 3

pembuktian berikut ini:®

a. Pekerja/buruh tertangkap tangan

‘ﬁ'
-
>
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hubungan

lembaga penyele
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Permohonan pe an  pemu bungan kerja hanya dapat
diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika
ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan,
namun perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

Pasal 153 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga menetapkan

bahwa seorang pengusaha/perusahaan tidak boleh melakukan Pemutusan

60 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya/pekerjanya hanya dengan

alasan sebagai berikut:*

a. Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut

serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan
serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam
kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau

perjanjian kerja bersama. Pekerja/buruh yang mengadukan

81 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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pengusaha kepada yang berwaji mengenai perbuatan pengusaha
yang melakukan tindak pidana kejahatan.

h. Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwaji

kan tindak pidana
SNt 'o..
: g ar-na kulit,

kerja, rangan dokter
yang ja
A. Jeni

Kerja ada 4
macam, : usan Hubungan

Kerja oleh g jikan, dan Pemutusan

Hubungan

waktu tertentu, misalnya dalam kerja borongan tentu saja akan selesai
dalam waktu tertentu. Maka hubungan kerja seperti ini akan putus dengan
sendirinya ketika selesainya pekerjaan tersebut. Sehingga pemutusan

hubungan kerja demikian sering disebut dengan pemutusan hubungan

62 Abdul hakim, Op.Cit.,HIm.65
% Ibid., HIm.50
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kerja putus demi hukum. Jika waktu perjanjian itu sudah lewat, maka tidak
perlu disyaratkan adanya pernyataan pengakhiran atau adanya tenggang

waktu pengakhiran. Hubungan kerja putus demi hukum dapat pula terjadi

; 2rja tidak putus demi
S INSSO b N -
L

berakhir. Pemberitahuan ini nantinya dapat diikuti dan ketentuan apakah

perjanjian kerja atau hubungan kerja itu akan diakhiri atau tidak.®®

* Basri & Amran, Op.Cit., HIm.32
% Kitab Undang Undang Hukum Perdata
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2. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Buruh
Jika pihak pemberi kerja mempunyai hak untuk mengakhiri
hubungan kerja melalui pemutusan hubungan kerja demikian pula
a, sesuai_deng pahwa pekerja/buruh

LS
ALY 9
5

o
'ﬁ;.-
.
| o
ot

NS

““'&

ini yang aktif untuk meminta diputuskan hubungan kerjanya adalah dari
buruh atau pekerja itu sendiri.

Pekerja atau buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan
hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan

industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

% |bid., HIm.33
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a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam buruh
atau pekerja.

b. Membujuk dan atau menyuruh pekerja atau buruh untuk

an_dengan peraturan
S Uanagaett “
e a ’Aﬂ tentukan 3
bl

0

\ 317
AN

‘ﬂ Jjikan kepada

|V NN

&
d
v
&
o
g
akan i
” |
‘

pemutusan hubungan kerja itu tidak dibebankan kepada pekerja/buruh
untuk memberikan ganti rugi melainkan sang pemberi kerja pula yang
harus membayar biaya ganti rugi menurut masa kerja pekerja atau ganti
rugi sepenuhnya.

Pekerja atau buruh dapat mengakhiri hubungan kerja dengan

melakukan pengunduran diri atas kemauan sendiri tanpa perlu meminta
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penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

dan kepada buruh atau pekerja yang bersangkutan memperoleh uang

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.

Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam
keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan
kerugian bagi perusahaan.

f. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang
seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara;

atau

44



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

g. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang

diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 158

ayat (1) UndangUndang No0.13 Tahun 2003 tentang

naperusahaan
rut atau bukan
fisiensi, juga

bungan kerja

permintaan tertulis kepada Pengadilan Negeri yang sesuai domisilinya
untuk menyatakan pemutusan hubungan kerja. Biasanya Pengadilan
Negeri akan mengabulkan permohonan tersebut setelah memanggil atau

mendengar alasan-alasan kedua belah pihak.®®

*" Ibid., HIm.40
%8 Muhammad Sadi, Op.Cit., HIm.56
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Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengadilan atas

permintaan pemberi kerja tidak perlu mendapat izin dari lembaga terkait.

Pemutusan hubungan kerja ini juga tidak menimbulkan masalah yang

o

f-* N hubungan
lisil g
o)

elisit “Kepentingan  dan

Y.
penyelesaian perse .
Pengadilan Hubungan Industrial.
Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan maksudnya bukanlah
olen pengadilan hubungan industrial,tetapi oleh pengadilan negeri.
Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh

melalui pengadilan negeri dengan alasan pekerja atau buruh telah

melakukan kesalahan berat diantaranya:
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Adapun dampak dari terjadinya pemutusan hubungan kerja ini
dapat mengakibatkan kita stress dan putus asa, hanya saja jangan sampai

berlarut- larut, perjalanan hidup masih panjang hingga ke anak cucu kita

Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

g. Pekerja atau buruh yang diputus hubungan kerjanya karena
alasan telah melakukan kesalahan berat hanya dapat

memperoleh uang penggantian hak.

47



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Adapun dampak dari terjadinya pemutusan hubungan kerja ini
dapat mengakibatkan kita stress dan putus asa, hanya saja jangan sampai

berlarut- larut, perjalanan hidup masih panjang hingga ke anak cucu kita

lebih baik lagi dari yang sekarang ini (manfaatkan segala peluang
yang ada jangan pernah memikirkan gengsi sekecil apapun
pekerjaan itu).

b. Berpikir optimis bahwa tidak ada masalah yang tidak memiliki

jalan keluar, asal ada keniatan untuk menyelesaikannya pasti akan

ada jalannya.
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B. Hak — Hak Buruh Yang DiPHK
Hak-hak buruh yang di PHK ini dapat merupakan uang pesangon, uang

penghargaan masa kerja (uang jasa), uang ganti rugi perumahan dan

bulan upah.

g. Masa kerja 6 bulan atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, 7
bulan upah.

h. Masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun, 8

bulan upah.

% Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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i. Masa kerja 8 tahun lebih, 9 bulan upah.
2. Besarnya uang penghargaan masa kerja berdasarkan ketentuan

pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

DI disay yepepe fur udwnyo(
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bulan upah.
h. Masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan upah.

3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, ganti kerugian meliputi :
a. Cuti tahunan belum di ambil dan belumgugur.

b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan
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keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima
kerja.

c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan

‘ . ‘ masa kerja bagi yang
IS '0.
‘ﬁ H, peraturan

engiriman barang

iki tujuan untuk

a. Visi

Memberikan solusi logistik terbaik untuk menjadi bagian dari
kesuksesan.
b. Misi

1) Memberikan solusi logistik terbaik untuk menjadi bagian dari

kesuksesan.
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2) Berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan setia.
3) Menciptakan sumber daya manusia yangberkualitas dan profesional.

3. Kelebihan PT.APM Logistics

Tidak ada paket double
Tidak ada kejadian pengiriman paket double karena paket di input
dengan sistem yang mudah terdeteksi untuk menghindari keselahan

pengiriman paket ke alamat yang tidak sesuai.
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4. Produk Dan Layanan PT.APM Logistics

a. Layanan Udara

Jasa cargo udara melayani pengiriman barang via udara. Mode

orang yang professional tanpa di bantu oleh pihak lain kami siap
membantu setiap pengiriman cargo darat.

Moda transportasi yang biasa kami gunakan dalam pengiriman
cargo darat umumnya adalah mobil granmax box, armada CDD dan
CDE serta granmax blindvan. kami siap mengantar paket pengiriman

barang darat setiap pelanggan kami dengan cepat dan aman.
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c. Layanan Laut

Moda transportasi laut menjadi primadona bagi customer yang

ingin mengirimkan barang dalam jumlah besar antar pulau-pulau di
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KEPALA OPERAS A | & F
1. Indra_J ADMINISTRASI
’ 1. Putri
-
r
-
v
[ A
KURIR & LO/ KASIR
1. Jefri Ha ) . Novri Roma
2. Ramada . Nanda Fauziah

5. M.Zaki
6. Arifinaldi
7. Joniyanto
8. Feri Afizal

9. Rohid

10. Yohan
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BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

meningkatkan pengakuan ha asasi manusia, perlindungan fisik dan
teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam
lingkungan kerja itu.

Kedudukan buruh/pekerja yang lemah ini membutuhkan suatu
waktu wadah supaya menjadi kuat. Wadah itu adalah adanya pelaksanaan
hak berserikat pekerja/buruh. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang

diberikan oleh pemerintah bagi buruh adalah adanya jaminan atas
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kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat
merupakan hak dasar yang dimiliki oleh warga negara dari suatu negara

hukum demokratis yang berkedaulatan rakyat. Hak — hak yang dimiliki

manusia be a_dan bukan karena

wa buruh atau

yang saling

pengusaha wajib untuk melakukan perundingan perjanjian yang akan

disepakati melalui perjanjian kerja.

70 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Rajawali, Jakarta, 2005, HIm.29
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Tabel 111.1

Tanggapan Responden Tentang Isi Perjanjian Kerja

No | Jawaban Responden | Jumlah Responden Persentase

\ \ '

rjanjian kerja
(100%) dan

annya dibuat

LAV

ditarik kesimpulan bahwa isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh

perusahaan maka perjanjian ini disebut dengan perjajian baku.

’* Berdasarkan Wawancara Survei Di Pekanbaru, Terhadap Pimpinan PT.APM Logistics, Pada
Tanggal 1 November 2021
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Tabel 111.2

Tanggapan Responden Tentang Bentuk Perjanjian Kerja

No | Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase

kerja menyatakan sebagai berikut :

Pasal 51
(1) Perjanjian kerja terjadi karena adanya perjanjian antara

pengusaha dan pekerja atau buruh.

"2 Berdasarkan Wawancara Survei Di Pekanbaru, Terhadap Pimpinan PT.APM Logistics, Pada
Tanggal 1 November 2021
3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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(2) Perjanjian  kerja yang dipersyaratkan secara tertulis

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang — undangan

yang berlaku.

ang bertentangan

ayat (1) huruf

Pasal 53
Segala hal dan atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan
pembuatan pejanjian kerja dilaksnakaan oleh dan menjadi
tanggung jawab pengusaha.

Pasal 54

(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang —
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kurangnya memuat :
a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha

b. Nama, jenis kelamin, umum dan alamat pekerja atau buruh

tangan dengan

a dan peraturan

kekuatan hukum yang sama, serta pekerja atau buruh dan
pengusaha masing — masing 1 (satu) perjanjian kerja.
Pasal 55
Perjanjian kerja tidak bisa ditarik kembali dan atau diubah kecuali
diatas persetujuan para pihak.

Berdasarkan perbandingan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan
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bahwa perjanjian kerja merupakan sebuah kewajiban sebelum melakukan
huungan kerja antara pengusaha dan buruh atau pekerja agar jelas adanya

kepastian hukum yang dapat melindungi hak dan kewajiban masing —

masing pihe

)
%

I~ Persentase

S b
L 9

SOSTEK oleh

tidak diberi

Persentase

1. | Pernah 5 100%
2. | Tidak Pernah -

Jumlah 5 100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan
Dari hasil tabel diatas responden yang diberi kerja lembur oleh

perusahaan adalah 5 (100%) dan responden yang tidakdiberi pekerjaan
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lembur oleh perusahaan adalah tidak ada.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada

pimpinan PT.APM Logistic bapak Riky Rahmat Putra tentang pemberian

ngatakan bah ogistic itu adalah

Manaewt )

85

\\\\%ﬂiz

‘i_“
é

Persentase
100%
?
ﬁ N 100%
Va

jam adalah 5 (100%) dan responden yang diberi waktu kerja lebih dari

tujuh jam adalah tidak ada.

74 Berdasarkan Wawancara Survei Di Pekanbaru, Terhadap Pimpinan PT.APM Logistics, Pada
Tanggal 1 November 2021
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Tanggapan Responden Tentang Upah

Tabel 111.6

No Jawaban Responden

Jumlah Responden

Persentase

100%

75 Berdasarkan Wawancara Survei Di Pekanbaru, Terhadap Pimpinan PT.APM Logistics, Pada

Tanggal 1 November 2021
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Tabel 111.7

Tanggapan Responden Tentang Hak — Haknya

No Jawaban Responden | Jumlah Responden Persentase

100%

Dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha dengan
buruh atau pekerjan terkadang akan menimbulkan sebuah perselisihan
yang akan menimbulkan akibat pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang

"¢ Berdasarkan Wawancara Survei Di Pekanbaru, Terhadap Pimpinan PT.APM Logistics, Pada
Tanggal 1 November 2021
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Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu

Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan :’’

Pasal 36

Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

a.

Perusahaan melakukan penggabungan, pelebuan,
pengambialihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh
tidak bersedia melanjutkan hubungan Kkerja atau pengusaha
tidak bersedia:menerima pekerja/buruh.

Perusahiagan melakukan efisiensi_ditkuti dengan penutupan
perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan
yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian

Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan
mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun
Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force
majeure)

Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran
utang

Perusahaan pailit

g. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan

oleh pekerja/buruh

Adanya pemutusan lembaga penyelesaian perselisihan
indutrial

Pekerja/ buruh-mengundurkan diri

Pekerja/buruh mangkir selama lima hari kerja atau lebih
berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi
dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha dua
kali secara patut dan tertulis

Pekerja atau buruh melakukan pelanggaran yang diatur dalam
perjanjian kerja

Pekerja/buruh. tidak. dapat melakukan pekerjaan selama 6
(enam) bulanakibat ditahan pihak yang berwajiban karena
diduga melakukan tindakan pidana

. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan

Pekerja atau buruh memasuki usia pensiun
Pekerja atau buruh meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada

"7 peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
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pimpinan Pimpinan PT.APM Logistic mengatakan bahwa perusahaankami
melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawandikarenakan kami

takut untuk tidak dapat memberikan upah tepat waktu lagi dikarenakan

\%‘é
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»
&
Ty
&
£
e

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada
Ageng Pangestu selaku karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja
mengatakan bahwa pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan

kerja dengan saya didasari dengan alasan bahwa perusahaan takut untuk

"8 Berdasarkan Wawancara Survei Di Pekanbaru, Terhadap Pimpinan PT.APM Logistics, Pada
Tanggal 1 November 2021
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tidak dapat lagi melakukan pembayaran tepat waktu dikarenakan
menurunya keuangan perusahaan setiap bulannya.”

Menurut pendapat penulis bahwa pemutusan hubungan kerja yang

\Ea‘é

ﬁr‘
o
Lfg
[ 4
»
-
@

A
%
X
3
S
&
=

N
<>

=
%
o)
o
D
Q
2,
o
@
=
=3

memiliki arti bahwa pemutusan hubungan belum terjadi, ini berarti
pekerja masih tetap pada kewajibannya dan pekerja masih berhak
mendaptkan hak — haknya sesuai dengan yang diatur didalam

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja

7 Berdasarkan Wawancara Survei Di Pekanbaru, Terhadap Karyawan PHK, Pada Tanggal 4
November 2021

8 peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
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Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan
Pemutusan Hubungan Kerja

2. Perlindungan hukum pekerja setelah terjadinya pemutusan hubungan

i o gan Kkerja tersebut,
“HEE“‘ .@6. nekerja lain

e. Jaminan kehidupan yang wajar dan layak dari pihak pemilik
perusahaan.

f. Jaminan perlindungan dan keselamatan diri dan kepentingannya
selama hubungan kerja berlangsung.

g. Penjelasan dan kejelasan status, waktu dan cara kerjanya pada

majikan atau perusahaan.
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Setiap perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan

pekerjaan kepada buruh/pekerja harus memberikan hak — hak yang harus

didapatkan oleh buruh/pekerja sesuai dengan ketetapan yang diatur dalam

Persentase

1. [lya -
2. Tidak 100%
Jumlah 100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2021

8 peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih

Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
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Berdasarkan paparan tabel diatas responden yang mendapatkan

haknya berupa uang pesangon adalah tidak ada sedangkan responden yang

tidak memperoleh haknya beruapa uang pesangon adalah 5 (100%).

pendapatan

tidak tutup

g perusahaan

|

ila
Y
N
~
&
h v
&

S RENAL
5

e
/
’i

a. Masa kerja kurang dari'1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah.
b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua)
tahun, 2 (dua) bulan upah.

c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (tiga)

8 Berdasarkan Wawancara Survei Di Pekanbaru, Terhadap Pimpinan PT.APM Logistics, Pada
Tanggal 1 November 2021
8 peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
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tahun, 3 (tiga) bulan upah.

d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat)

tahun, 4 (mpat) bulan upah.

c. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12
(dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah.

d. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15
(lima belas), 5 (lima) bulan upah.

e. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18
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(delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah.

f. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari

21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

puluh s bih tetapi kurang dari

L

Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
yang memakan waktu relatif lama sehingga mengakibatkan ketimpahan
ketimpahan hukum dalam sistem pemberian pesangon dan mengakibatkan
para pekerja/buruh kesulitan dalam menerima haknya, akan tetapi dengan

adanya peraturan pemerintah diatas maka dapat melindungi hak — hak
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buruh dan membuat pekerja/buruh menjadi terlindungi oleh hukum.
Melihat alasan dari Pimpinan PT.APM Logistic mengenai
pemutusan hubungan kerja yang dilakukan kepada pekerja/buruh karena

perusahaan..-h perikan hak — hak

memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang

menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan

8 peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
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kerja kepada pekerja/buruh harus memberikan uang pesangon kepadanya
. Upaya Hukum Terhadap Pekerja Atau Buruh Yang Tidak
Mendapatkan Uang Pesangon.

Dalam  suatu-perusahaan _hubungan antara pekerja dengan
perusahaan tidak selalu berjalan baik, tentunya hal ini tidak terlepas dari
hak dan kewajiban yangharus-dilaksanakan oleh setiap pihak, sehingga
untuk mengatasi permasalahan permasalahan telah di sediakan undang-
undang dan sarana yang dapat menjadi solusi permasalahan antara
perusahaan dan pekerja yaitu lembaga penyelesain perselisihan hubungan
industrial yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan pada bab XI dan Undang - Undang Nomor 2
Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Meningkatnya, —perselisihan hubungan Industrial biasanya
diakibatkan adanya kecenderungan perusahaan yang hanya mengejar
keuntungan semata (provit motive) sehingga kurang memperhatikan hak-
hak pekerja. Dalam hubungan industrial pengusaha mempunyai posisi
yang menentukan sehingga sering. kali dijadikan sebagai alat untuk
mengunggulkan  kepentingannya. = Maraknya  outsourching dan
perpanjangan kontrak kerja secara terus menerus adalah fenomena yang
nyata dalam permasalahan ketenagakerjaan saat ini. Pekerja biasanya
mempunyai kedudukan yang lemah baik skill maupun pengetahuan
tentang hak-haknya dijadikan sebagai alasan terselubung untuk menekan

pekerja. Oleh sebab itu biasanya pekerjalah yang akan dirugikan dengan
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kondisi tersebut. Yang lebih parahnya lagi, para pekerja yang merasa
dirugikan biasanya tidak tahu harus mengadu kemana. Pekerja juga akan

merasa pasrah dan tidak mampu melawan pengusaha. Hal ini disebabkan

QQ.

pimpinan PT.APM

yang diambil oleh perusahaan terkait pihak karyawan yang tidak menerima
pemutusan hubungan kerja, pihak perusahaan akan mencoba melakukan
perundingan terlebih dahulu dan mencari jalan terbaik agar permasalahan

selesai, sehingga tidak perlu menyelesaikan sampai pada lembaga

% Berdasarkan Wawancara Survei Di Pekanbaru, Terhadap Karyawan PHK, Pada Tanggal 4
November 2021
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penyelesain perselisihan hubungan industrial.
Dalam undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan Pada pasal 102 ayat (1) menyatakan Dalam melaksanakan

menetapkan

dan

engawasan, dan

aran  peraturan

produksi, menyalurkan aspirasi
secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan
keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan
memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

c. Pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi

menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas

8 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau
buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Pada pasal 102 ayat (3) menyatakan, Dalam melaksanakan

ahanya mempunyai

LIS .'6, "
Zon. =

Pada pasal 136 ayat undang undang nomor 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan menyatakan ““ penyelesaian perelisihan hubungan
industrial wajib dilaksanakan oleh pegusaha dan pekerja atau buruh atau
serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal (2) dalam hal secara musyawarah untuk yang dimaksud pada

ayat (1) tidak tercapai maka pengusaha dan pekerja atau buruh dapat

78



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

menyelesaikan perselisihnan hubungan industrial yang diatur dalam

undang-undang.

Pada undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian
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perundang-

sahaan, atau

Pemutusan hubungan kerja diartikan  sebagai
pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban Antara pekerja

atau buruh dan pengusaha.
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d. Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya
dalam satu perusahaan

Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh

ja_atau serikat buruh

dustrial wajib

gingannya Secara

elalui bipartit

paling lama 30

perundingan bipartit di anggap gagal

Pasal 4 ayat (1) dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 ayat (3) maka salah satu atau kedua belah pihak
mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab
dibidang ketenagakerjaan setempat dan melampirkan bukti bahwa upaya

upaya penyelesaian bipartid telah di selesaikan
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(2) Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat

melimpahkan
Penyelesaian

perselisihan

buruh. Penyelesaian
penyelesaian  perselisihan
kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh.
Pasal 5 Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak
mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan

gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.
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Berdasarkan hasil wawancara dan teori serta undang-undang yang

telah penulis paparkan diatas penulis berkesimpulan bahwa dalam

menjalankan suatu kewajiban baik pekerja maupun pengusaha harus
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BAB IV
PENUTUP

Hubungan Kerja belum menemukan titik terang, sampai saat ini masih

dalam proses penyelesaian yang mengupayakan kedua belah pihak

menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat.

. Saran

. Agar perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan

kerja (PHK) harus diupayakan agar pekerja memperoleh hak — hak yang
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wajib dan menekankan sanksi kepada pihak perusahaan yang tidak

menunaikan kewajibannya.

. Diberikannya sosialisasi kepada para pihak dalam dunia ketenagakerjaan.

Untuk pa u iali i_syarat dan prosedur

‘ “hm\“ .e&‘ N sosialisasi
%‘\Wq perbeo
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